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Indonesia sebagai wilayah yang memiliki beragam etnis, budaya
dan agama dalam kenyataan memiliki beragam pengetahuf'm lokal
yang telah dipraktikkan secara turun-temurun. Acet} sebag.ju sebuah
entitas yang unik dengan sejarah yang panjang, tidak du'aguka.n
lagi memiliki berbagai kearifan lokal dalam berbagai sektor, baik
sektor politik, ekonomi, hukum, pendidikan, sosial dan budaya.

Salah satu sektor yang bertahan dalam berbagai kondisi sosial
politik yang dihadapi oleh masyarakat Aceh sampai saat ini adalah
bagaimana kemampuan lembaga adat dan tokoh masyarakat
dalam penyelesaian sengketa atau konflik yang terjadi dalam
masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat Aceh
memiliki karakter yang kuat dalam mempertahankan martabat dan
harkat yang melekat pada diri mereka. Keadaan ini menyebabkan
sering terjadinya konflik dalam kehidupan masyarakat. Namun
patut disyukuri, Aceh memiliki nilaj dan sistem penyelesaian
sengketa yang terstruktur secara baik melalui lembaga adat yang
terus ditransfer dari generasi ke generasi sampai sekarang ini.
Sistem nilai penyelesaian sengketa tersebut terbukti efektif dalam
menyelesaikan sengketa, bahkan dapat mewujudkan keharmonisan
dalam masyarakat berdasarkan prinsip keadilan, persaudaraan,
silaturahmi, dan yang terpenting juga dapat menghilangkan
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bahan ajar dalam rangka memahami peradilan

digunakan sebagai
adat di Aceh. o
Akhirnya, saya selaku Ketua MAA, mengapresiasi lahirnya
puku dan kajian berbasis penelitian yang dilakukan oleh PKPM,
sebagai terobosan baru menghadirkan peradilan adat dalam bentuk
bacaan dan referensi ilmiah, yang dapat dilihat dan dijadikan
pedoman oleh masyarakat, intelektual sekaligus peneliti berikutnya.
Harapan MAA, kajian ini dapat terus dikembangkan seiring
nyesuaian dengan perkembangan zaman. Ke depan, peradilan
adat benar-benar mendapat pengakuan luas oleh beragam pihak
secara tekstual dan kontekstual berbasis kajian empiris, dalam
endokume:
penuh oleh Aus
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perceraian ini salah satu terjawab, ketika Pusat Kajian Pendidikan
dan Masyarakat (PKPM) menelusuri tinggi kasus perceraian di
Aceh, di mana 2014 mencapai 7.196. Angka tersebut meningkat
sebanyak 811 kasus dibanding 2013 sebanyak 6.385 kasus. Menurut
hasil penelitian yang dilakukan oleh PKPM salah satu faktor yang
menyebabkan tinggi kasus-kasus rumah tangga yang masuk ke
oleh aparatur gampong (desa) dalam menyelesaikan kasus-kasus
tersebut®

Di sisi lain, kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)
juga menjadi situasi yang urgen untuk didiskusikan, berlakunya
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistern Peradilan
dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
Undang-undang ini mulai berlaku sejak 2 tahun setelah di sahkan
ymmlgalfﬂluhmu.
(kﬂdihnrsmmﬂ,yammdesmanpdmahndakpxdana
dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan
pﬂnkhi”ymgmmmkbmmmpmydeﬂmn
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Model diversi walaupun diarahkan untuk mediasi, tetapi lebih
dikedepankan model mediasi ketika suatu proses perkara telah
ditangani oleh aparat penegak hukum. Sehingga model mediasj
seperti ini, walaupun melibatkan tokoh adat, tetapi tidak dapat
berjalan secara maksimal, jika dikaitkan dalam konteks mediasi
komunitas. Dengan hadirnya peraturan ini membuka peluang
untuk penanganan ABH di luar peradilan melalui mediasi yang
dilaksanakan oleh tokoh adat secara langsung sebelum kasus-kasus
ABH ditangani oleh aparat penegak hukum.

Keberadaan mediasi komunitas yang dapat diidentikkan
dengan peradilan adat, secara empiris dapat menguntungkan sistem
kekuasan kehakiman dalam rangka membantu permasalahan
kelebihan beban (over loaded) yang dihadapi peradilan negara
sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Karena sebenarnya
banyak sekali tindak pidana ringan (tipiring), baik perdata maupun
pidana yang lebih efektif penanganan melalui peradilan adat karena
dapat mewujudkan prinsip keadilan yang memulihkan (restorative
justice).* Upaya ini sebenarnya akan mudah terwujud jika ada
perhatian dari semua elemen, terutama sekali pihak pemerintah
memberikan ruang yang lebih besar untuk berkembangnya
mediasi komunitas untuk menjawab tantangan sistem peradilan
di Indonesia. Karena pada dasarnya, karakter, budaya dan
struktur kehidupan dalam tatanan lokal nusantara menerapkan
pola penyelesaian sengketa melalui peradilan adat, berdasarkan
prinsip musyawarah untuk mencara penyelesaian berkeadilan dan
mewujudkan harmonisasi dalam masyarakat, yang sering disebut

Dalam praktik kehidupan masyarakat Aceh, dapat dikatakan
bahwa persoalan mediasi sebenarnya bukan perkara yang baru,

>

hammad Jamin, Peradilan Adat: Pergeseran Politik Hukum Perspektif
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karena pada dasarnya identitas masyarakat Aceh yang dibangun
atas nilai-nilai falsafah agama dan adat, merupakan konstruksi
budaya yang telah mengakar kuat dan menjadi payung hukum
dalam semua lini kehidupan masyarakat Aceh. Terintegrasinya
falsafah tersebut dalam sistem sosial masyarakat Aceh dan masih
dipegang teguh saat ini, tidak hanya dipahami dalam aspek
hubungan vertikal semata. Namun juga dalam aspek hubungan
horizontal. Hal ini dapat dicermati bagaimana dialektika historis
lahirnya lembaga adat di Aceh, yang menjadi manifestasi dari
kebutuhan sosial, budaya dan politik masyarakat Aceh, terutama
dalam konteks mempertahankan identitas lokal ke-acehan.

Kekuatan lembaga adat dalam kultur masyarakat
Aceh, tidak hanya sebagai wahana partisipasi masyarakat
dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan. Namun, dalam konteks yang lebih luas dan
universal, justru adat juga bersinggungan dengan hukum dan
peradilan, terutama fungsinya sebagai wadah penyelesaian konflik
dan sengketa dalam wilayah kewenangannya untuk menjaga
ketertiban sosial, kedamaian, keadilan dan keamanan lingkungan
masyarakat. Dalam konteks ini, keberadaan dan eksistensi lembaga
adat dan aktor-aktor yang berperan di dalamnya, seperti imeum
mukim di tingkat mukim, serta keuchik, tuha peut, dan imeum
meunasah di tingkat gampong, perlu terus dikuatkan dalam
berbagai dimensi dan aspek, karena dalam praktik kehidupan sosial
kemasyarakatan tidak mungkin terlepas dari konflik dan sengketa.

Walaupun pada dasarnya, fitrah manusia dalam menjalani
kehidupannya adalah memiliki hasrat ingin berkumpul dengan
manusia lainnya. Tetapi dalam pergaulan kehidupan sosial,
manusia cenderung memiliki keinginan dan kepentingan yang
berbeda antara satu dengan lainnya. Perbedaan kepentingan
inilah yang mengakibatkan terjadinya konflik dan perselisihan
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Aceh yang disandarkan pada asas kebersamaan, musyawarah,
prinsip ta meujeut-jeut (saling rela dan saling pengertian), damai,
dan prinsip keadilan, bukan hanya sekedar pemutusan perkara atas
pﬁ:gipmung-kalah,yangnmnbuatsahxpﬂuknmsadimgikan
atau pihak lain merasa dimenangkan.

Peradilan adat di Aceh, selalu mengusung konsep peumat
jaroe, musyawarah, dimana kedua pihak digiring untuk menerima
perdamaian, setelah melewati proses dan konsekuensi yang harus
ditanggung oleh para pihak sesuai kesepakatan bersama-sama atas
prinsip dan nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat. Pada
. st sk aklﬁrprosesdamaidalamtatzmnmsyarakat.‘wehdﬂakukan

th“  melalui“peumat jaroe” atau saling bersalaman sebagai tanda telah
: ik den, menerima hasil mediasi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat
! ak-pih: lanmya,lel'dnggaprosesmedmtersebutdapat
m@katpmmdamdmsﬂaﬁ:ralmmnguhmmda}am
kehl&pan masyarakat Aceh. Mendasari dari pola penyelesaian
gkqtpymgtelahmatgakarh:!ebuhhdakberlebﬂ:mbﬂafakta
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1054/MAA /X11/2011/No. B/121/ I/20.12 tentang Penyelenggaraan,
Peradilan Adat Mukim atau Nama Lain.

Kendatipun proses mediasi ini telah mendapat' pengakuan
kultural maupun politik, melalui sejuml‘ah r'egulaSl yang telah
diterbitkan, dalam realitas yang ada masih ditemukan ben.turan

cksistensi antara hukum adat dengan hukum formal, :‘"ehmgga
argumentasi dari proses penyelesaian sengketa mlealm mediasj
Komunitas atau peradilan adat kadang-kadang dianggap tidak
mempunyai kekuatan hukum, sehingga_ memunculkan kesan
terjadinya kontestasi pluralisme hukum di Aceh.

Selain persoalan tersebut, tantangan lain yang‘ dihadapi
terkait dengan perubahan dinamika dan struktur politik di Aceh,
keberadaan lembaga adat, kapasitas tokoh masyarakat, pengaruh
modernitas dan globalisasi, serta munculnya isu-isu baru yang
perlu penyesuaian dengan mekanisme yang sudah berjalan selama
ini dalam proses penyelesaian sengketa. Seperti kasus spesifik
tentang perempuan dan perlindungan anak yang memerlukan
paradigma khusus dalam proses penyelesaiannya, yang berbeda
dengan kasus-kasus pada umumnya.

Atas dasar tersebut, kajian ini berupaya mengkaji secara
komprehensif tentang proses mediasi komunitas dalam masyarakat
Aceh serta mengkaji juga peluang, tantangan yang dihadapi di era
kekinian terkait dengan mediasi komunitas tersebut. Selanjutnya
hasil kajian ini diharapkan melahirkan sejumlah rekomendasi
kebijakan dalam rangka mendorong penyelesaian sengketa
memalui mediasi dapat berjalan secara efektif.

: Berd:i!sarkanpe:mparandi‘atas,t'ulisaninimenjawabbebera}’a [

persoalan yang diajukan, yaitu:

L 8  Peumat Jaroe Proses Mediasi Menuju Harmoni dalam Masyarakat Acelt

1. Bagaimana tradisi mediasi komunitas yang telah
dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat
Aceh?

2. Bagaimana peran dan hubungan antar lembaga terkait,
baik formal maupun non-formal dalam penyelesaian
sengketa masyarakat?

3. Bagaimana posisi, peluang dan tantangan mediasi
komunitas dalam masyarakat untuk penyelesaian
sengketa dewasa ini?

4. Bagaimana bentuk-bentuk strategi mempertahankan
eksistensi peradilan adat atau mediasi komunitas yang
dilakukan oleh pemangku adat di tingkat gampong?

Dari persoalan tersebut di atas, kajian ini dibatasi pada ruang

lingkup sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi tradisi, nilai-nilai lokal dan kaidah
penyelesaian sengketa/konflik dalam masyarakat Aceh.

2. Menemukan nilai-nilai filosofis dalam konteks sosial
budaya yang hidup dalam proses mediasi.

3. Mengkaji mekanisme, eksistensi, peran dan fungsi aktor
dan institusi adat dalam proses penyelesaian sengketa.

4. Ruang lingkup penanganan, pola dan Pproses penyelesaian
sengketa.

5. Mengidentifikasi dan analisa lembaga penyelesaian
sengketa dan hubungan antar lembaga tersebut.

6. Mengkaji hubungan, posisi, peran dan aturan hukum
tentang posisi lembaga formal dan non-formal dalam
penyelesaian sengketa.

7. Teridentifikasinya beberapa sengketa dalam komunitas

masyarakat yang penyelesaiannya ditempuh melalui
mediasi komunitas,
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i iga istil
tentang makna mediasi, akan dijelasyl:xt\ul.ebxh dahulu tig; ah
T -bagx:jm d:?a:’:i‘::j sebagai proses penyelesaian
1. Mediasl se.nng ngadilan, di mana pihak luar ):'ang
semgpe dl o P:n sering disebut dengan mediator
tdak memllml:;}; ai pihak yang bersengketa untuk
bekeria- e tagn bersama atas prinsip perdamaian,
mencﬂfl kﬁs;!::: proses tawar menawar dengan jalan
NCEOSl.aﬂ = mencapai kesepakatan bersama antara
berund:mg g;:‘a pihak lain. Pihak yang menggunakan
4 plhak tuk penyelesaian sengketa harus mempunyaj
e unbaik untuk menyelesaikan secara damai.
mkadyang aitu suatu proses penyelesaian sengketa
% K‘ms‘has‘: isiasi untuk memecahkan masalah melalui
ben::al:argyang netral dan tidak memihak yang akan
i}:edl:erja dengan pihak yang bersangkutan untuk memb;ntu
ukan solusi dalam menyelesankar.l seng. eta
iy ara memuaskan kedua belah pihak. Pihak
:::“;;: netral tersebut disebut dengan kon:silie.ltor.
Dalam konteks internasional misalnya, dapat dlarhka:
mencakup berbagai ragam metode di mana suatu sengke
i i dengan bantuan negara-negara
~ diselesaikan secara damai deng ok N
lain atau badan-badan penyelidik dan komite
ihat yang tidak berpihak. :
4. Easm ;aitf penyelesaian sengketa di luar pengadilan

di mana para pihak bersengketa merujuk ke satu orang -

ihak
atau lebih, yang dengan keputusan ters.ebut pard Press
setuju untuk terikat. Arbitrase biasanya dﬂakukan melalul
lembaga yang sengaja dibentuk untuk menangani M\El"em

daki
yang mungkin timbul bagi mereka yang menghen N
 penyelesaian di luar pengadilan. Misalnya, BANI (Ba% .
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Arbitrase Nasional Indonesia), lembaga ini pendiriannya
diprakarsai oleh Kadin (Kamar Dagang dan Industri);
dan BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia)
yang pendiriannya diprakarsai oleh MUI (Majelis Ulama
Indonesia)

Jadi, baik mediasi, negosiasi, konsiliasi dan arbitrase
merupakan bentuk MAPS di luar pengadilan yang memiliki ciri
khas tersendiri, sebagai upaya untuk menjawab berbagai tantangan
sistem hukum yang berkembang di Indonesia -termasuk sistem
hukum di dunia internasional- yang belum sepenuhnya mampu
mewujudkan keadilan bagi para pihak. Khususnya mengenai
praktik mediasi dan negosiasi banyak dijumpai persamaan dalam
tahapan penyelesaiannya, sehingga kadang-kadang kedua istilah
ini sering dipakai secara bersamaan.

Dalam konteks ini, maka dipergunakan istilah mediasi yang
mendekati makna dari model alternatif penyelesaian sengketa
di luar pengadilan berdasarkan ciri-ciri khas yang melekat dan
telah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia
berdasarkan kearifan lokal yang telah dijalankan secara turun-
temurun.

Dalam perkembangannya, mediasi yang sebelumnya
merupakan salah satu cara terbaik

dalam penyelesaian sengketa
di luar pengadilan, sekarang ini sud,
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Dalam tatanan kehidupan masyarakat Aceh, model medigag;
seperti disebutkan di atas telah lama hidup dalam masyarakat, Yang
biasanya dijalankan melalui peradilan adat dengan menggunakap
sistem hukum adat yang telah diakui secara komunal oleh
masyarakat.

Fungsi Mediasi dalam kajian ini tampak begitu penting. Dalam
Karnus Sosiologi kata mediasi (mediation) adalah metode atau cara
penyelesaian sengketa, di mana pihak-pihak yang bersengketa
meminta bantuan pihak ketiga yang keputusan-keputusannya
tidak mengikat (mediasi). Dalam konteks mediasi, selalu dibutuhkan
mediator, seseorang atau kelompok yang terlibat dalam mediasi
(mediator).® Jika dijabarkan, maka mediasi merupakan seperangkat
proses yang melibatkan dua individu, atau sekelompok manusia
yang bertikai, kemudian secara bersamaan hadir penengah yang
dipandang memiliki otoritas, dan modal sosial (dalam hal ini tokoh
adat) untuk memberi solusi, dalam rangka menciptakan suasana
damai antar pihak yang bertikai. Keberhasilan mediasi, sangat
ditentukan oleh konsep konsensus, di mana kedua belah pihak
benar-benar menyepakati apa yang disepakati secara kolektif
sesuai keputusan hakim dan mediator. Dalam hal ini, tidak berlaku
hukuman yang dapat merugikan pelaku atau korban, melainkan
ganti rugi, dan berdamai.

Dalam tatanan mediasi komunitas masyarakat Aceh,
para mediator memainkan perannya melalui sebuah institusi
penym sengketa yang telah mapan yang disebut dengan
peradilan adat. Ada tiga model peradilan adat di Aceh yang telah
dikenal secara luas dan mendapat pengakuan melalui regulasi

Penguasa, yaitu peradilan adat gampon i ukim
AL g peradilan adat m
dan peradilan adat Jaot,

Proses dan tahapan penyelesaian sengketa melalui peradilan
adat tersebut telah berjalan secara sistemik di seluruh gampong
(desa) di Aceh sesuai dengan kewenangan yang mEIEka'_t pac;a
masing-masing peradilan adat tersebut. Peradilan adfat dl- Ace f
tidak hanya mengusung terwujudnya keadilan, tetapi lebih dari
itu berupa mengharmoniskan kembali para pihak yang t.>ert1ka1
dengan saling memaafkan dan menghilangkan dendam di antara
para pihak. Maka simbol akhir perdamaian sebagai bukti pemaafan
sekaligus hilangnya dendam dan memperkuat tali persaudaraan
dilakukan peumat jaroe melalui upacara perdamaian (peudamee).

Istilah peumat jaroe, merupakan representasi dari istilah lokal
(Aceh)-menunjukkan dua tangan intersubjektif yang dipertemukan
(bersalaman), penanda simbol kekeluargaan, dan integrasi sosial.
Dalam masyarakat Aceh, perilaku ini dimaknai secara universal
bermuatan nilai “baik” untuk menunjukkan simbol damai,
keakraban, sekaligus mengandung nilai kekeluargaan. Karena
itu, istilah lokal ini menjadi pengantar untuk membongkar sistem
pengetahuan lokal kajian ini, khususnya pola-pola mediasi yang
diperankan oleh elit adat, untuk menyelesaikan kasus, menjaga
keseimbangan, dan ketenteraman hidup masyarakat dari ancaman
pelbagai persoalan, terutama sengketa, dan konflik yang tak
mungkin dihindari oleh manusia sebagai makhluk sosial yang
hidup berkelompok dengan beragam dinamika kepentingan di
dalamnya.

Dalam setiap masyarakat, manusia pasti akan tersosialisasi
c%engan tata aturan yang berlaku di lingkungan tersebut.® Dalam
lmgkur.\gan desa, seperti di Aceh, secara tidak langsung semua
manusia akan tersosialisasi oleh pola-pola yang berlaku di

_—
6 Elly M Setiadi dan Usglan Kolip, Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan
T Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya, Jakarta: Kencana,
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Jingkungan tersebut, misalnya harus.me“iaIElnkan P‘:‘aﬂ sesuaj
dengan status kedudukan di dalam hnz';k_tmsan‘ terpebut.iFrosey
tersosialisasi yang membentuk society uu,"men]adn modal awa]
bagaimana proses mediasi nantinya dapat dijalankan oleh lemba.:ga
adat Aceh di tengah masyarakat. Mengingat, syarat sebuah medias;
dapat dijalankan, jika kesadaran manusia telah tersosialisasi dalam
sebuah kelompok masyarakat terlaksanakan.

Selain itu, keberadaan lembaga adat gampong-gampong
di Aceh, hingga sekarang fungsinya masih sering digunakan
dalam penyelesaian banyak sengketa. Jika ada masalah yang
tak dapat diselesaikan di antara dua belah pihak yang bertikai,
maka masyarakat gampong biasanya akan meminta bantuan dari
pihak ketiga, dalam hal ini adalah mukim, keuchik, tuha peut,
dan perangkat adat lain untuk menyelesaikannya melalui mediasi.
Menurut penelitian Nurlaila dalam buku Adat dalam Dinamika
Politik Aceh, Prosedur penyelesaian sengketa di gampong seperti
ini, lebih mirip rekonsiliasi daripada proses hukum formal (proses
mediasi).”

Agar proses mediasi berlangsung lancar, di sini suatu
keniscayaan memunculkan konsep konsensus. Artinya,
keberhasilan sebuah mediasi sangat ditentukan oleh terma
kmsensus.Masil-ndalambacaanyangsama, Kamus Sosiologi, kata
konsensus (consensus) dipahami sebagai kesepakatan setelah terjadi
pertentangan.* Dalam konteks ini, konsep peumat jaroe (bersalamﬂ“)
menuju harmoni akan berjalan dengan baik, jika dua terma (mediasi
dan konsensus) dapat berjalan dengan lancar di tengah masyarakat
Aceh lewat lembaga peradilan adat. Kekuatan mediasi terletak
pada konsensus, kesepakatan yang harus dicapai dan diteri™?

7 Leena Avonius dan Sehat Ihsan Shadic ed), Adat dalam Dinamika Poitk
Acdh, Banda Aceh ICAIOS, 2010, 1o ‘

Soekanto, Teori Sosiolog.., hal. 61.

f

oleh kedua belah pihak yang bertikai. Karena itu, sebuah mediasi
dalam rangka mencapai konsensus membutuhkan mediator, dalam
kajian ini (mereka) perangkat adat adalah aktor mediator. Karena
itu, saat mereka dihadirkan dalam sebuah mediasi, benar-benar
harus memiliki modal sosial (nilai kepercayaan) yang tinggi dari
masyarakat.

Durkheim menyebut bahwa keteraturan sosial dan eksistensi
sebuah masyarakat sangat tergantung pada konsensus (moral).
Karena itu, konsensus dipandang sebagai sebuah frasa yang
menghasilkan atau menjadikan sebuah kesepakatan yang disetujui
secara bersama-sama antar kelompok atau individu setelah
adanya perdebatan, untuk menghasilkan pengambilan keputusan.
Konsensus, selalu menekankan pendapat bahwa bagian-bagian
dari organisasi sosial, nilai-nilai, Nnorma-norma, peranan-peranan,

dan lembaga-lembaga (institusi) adalah kesatuan yang erat secara

keseluruhan. Maka, masyarakat mempunyai tujuan yang sama

sepakat tentang yang benar dan tidak, dan digunakan dalam
membantu perangkat kegiatan satu sama lain,

. Di sisi lain, seseorang
dapat dikatakan penjahat karena dasar-

dasar konsensus dan
mengancam stabilitas sosial secara keseluruhan * Kajian tentang

mediasi dalam peradilan adat diharapkan dapat menghasilkan

\
9 Ritzer, G, dan Goodman o ot
DJ, T”"S"s“’bsl Modern, Jakarta: Kencana, 2003.
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